BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.273, 2009 Departemen K ehutanan. Rencana  Kerja
Pemanfaatan Hasll.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor P.56/Menhut-I1/2009
TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwaberdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ¢ serta ayat
(3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa
kepada Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem wajib
membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau
pgabat yang ditunjuk;

b. bahwa RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE serta RKT
sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA atau IUPHHK -RE;

C. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan
Rencana K erja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Alam dan Restorasi Ekosistem dengan Peraturan Menteri
K ehutanan.
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Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412),

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814),

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 31/P Tahun 2007,

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs,, Susunan
Organisas, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/2008
tentang Pengenaan Sanksi  Administratif Terhadap
Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-11/2008
tentang Kompetenss Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
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Produks Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 52);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-11/2009
Tentang Sstem Slvikultur dalam Area Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produks
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-11/2009

16. tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang |Izin atau pada Hutan Hak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU HUTAN ALAM DAN RESTORASI

EKOSISTEM
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan
produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan,
pemeliharaan, dan pemasaran.

|zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam
Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang
diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan
produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan
fungs dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan
dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,
penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati
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(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang adli,
sehinggatercapa keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HA atau Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam
yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-RE adalah rencana kerja untuk
seluruh areal kerja [UPHHK-HA atau lUPHHK-RE untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian
usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi
masyarakat setempat.

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK HA atau Rencana  Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restoras Ekosistem pada
Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-RE adalah rencana
kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sgak tanggal persetujuannya
yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE.

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang
selanjutnya disebut BKUPHHK-HA atau Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam yang selanjutnya
disebut BKUPHHK-RE adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12
(dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-
HA/IUPHHK-RE yang baru memperolen izin dan belum memiliki
RKUPHHK-HA/RKUPHHK-RE | (pertama).

Inventarisass Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui kondis sediaan
tegakan hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagal bahan
penyusunan RKUPHHK-HA dan atau RKUPHHK-RE atau KPH sepuluh
tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan kecenderungan (trend)
kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH dan atau IUPHHK-HA dan atau
|IUPHHK-RE.

Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang Bina Produks K ehutanan.

Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang pembinaan Hutan Alam.

Dinas Provins adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan di proving.



